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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia 
sebagai gerakan kemasyarakatan menunjukkan keberhasilan yang nyata. Namun 
perkembangan selanjutnya, sehingga lembaga keuangan syariah bisa berperan 
penting dan signifikan yang ditunjukkan oleh indikator nilai aset dan pangsa 
pasarnya membutuhkan langkah-langkah terobosan, antara lain legislasi 
berwujud Undang undang keuangan syariah. Hadirnya lembaga-lembaga 
keuangan syariah tersebut merupakan fenomena baru dan menarik dalam bisnis 
keuangan modern. 
Islam mengajarkan agar setiap manusia menyadari bahwa pemilik yang 
sebenarnya terhadap segala sesuatu yang ada di langit maupun di muka bumi ini, 
termasuk harta benda yang diperoleh oleh setiap manusia bahkan diri manusia itu 
sendiri, adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia terhadap harta benda hanya 
besifat relatif, sebatas hak pakai ini pun harus sesuai dengan petunjuk dan 
peraturan-Nya. Kelak setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya 
tentang pemakaian harta benda yang dititipkan oleh Allah SWT itu telah sesuai 
atau tidak dengan petunjuk dan ketentuan-Nya. Semua harta benda telah 
diamanatkan Allah SWT kepada manusia agar dijadikan sarana beribadah 




tidak hanya sebagai perhiasan hidup yang menyenangkan, tetapi juga sebagai 
pengujian keimanan dan ketakwaan  seseorang kepada-Nya.
1
 
Islam mengajarkan agar dalam melakukan kegiatan ekonomi, ekonomi 
seseorang harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, 
penghematan, dan sebagainya. Ekonomi Islam pada prinsipnya menunjuk kepada 
segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan seluruh sumberdaya untuk 
memproduksi barang dan jasa, mengkonsumsi dan mendistribusikannya sesuai 
dengan petunjuk Allah SWT dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan di muka 
bumi dan meraih ridho-Nya. Dengan demikian, kegiatan ekonomi di dalam Islam 
diyakini sebagai bagian dari manifestasi ibadah kepada Allah SWT dan 
melaksanakan tugas sebagai khalifah-Nya. “Sesungguhnya Allah mencintai 
hamba-Nya yang bekerja. Barangsiapa yang bekerja keras mencari nafkah yang 
halal untuk keluarganya, maka ia sama seperti mujahid di jalan Allah”. (HR. 
Ahmad). 
Petunjuk-petunjuk Allah mengenai kegiatan ekonomi secara garis besar  
telah termaktub di dalam kitab suci Alqur‟an sebagai berikut. 
Surah Al-Mulk (67) ayat 15: 
                           
     
 “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di 
segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya 
kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitakan.”2 
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Dari beberapa pengertian ekonomi Islam, dapat dijelaskan kajian dan 
pembahasan ekonomi Islam berdimensi kerakyatan dengan sistem yang dibangun 
merupakan representasi dari ajaran dan nilai-nilai Islam. Analisis yang dibangun 
dapat dengan metode normatif  atau pun positif . Dalam pengertian yang lebih 
luas, eksistensi ilmu ekonomi Islam merupakan perilaku etis dibidang ekonomi 
yang mengusung nilai-nilai egalitarian serta perilaku religious karena bangunan 
keilmuannya tidak lepas dari normatifitas yaitu Alqur‟an dan hadis.3 
Dalam ekonomi Islam ada kaitannya dengan perbankan syariah, bank 
syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada 
bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga 
keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 
berlandaskan pada al-Qur‟an dan al-Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, bank 
Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan 
dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. 
Bank syariah mendapatkan pijakan yang kokoh di tanah air setelah 
adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Karena sejak itu diberikan 
keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen. Kemudian 
kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan 
kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah 
mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. 
Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan Undang 
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undang perbankan No. 7 tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk 
menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga 
ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.
4
  
Secara konsep operasional lembaga keuangan syariah, baik bank umum 
syariah (BUS), kantor cabang syariah bank konvensional/ unit usaha syariah 
(UUS), bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), Baitul maal wat tamwil (BMT) 
dari alur operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan 
bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), dan Baitul mal wat 
tamwil (BMT) adalah pada skalanya saja, misalnya bank umum syariah dalam 
menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar-besar, BPRS 
pada jumlahnya yang sedang-sedang saja, serta BMT pada jumlah-jumlah yang 
kecil dan mikro, di mana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran 
risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan syariah tersebut.
5
 
Dewasa ini banyak perbankan syariah yang belum menerapkan sistem 
bagi hasil dengan baik, termasuk di BMT Hanada Kebasen produk layanannya 
yaitu:  
1. Produk Simpanan 
a. Hanabung (Hanada Tabung Berkah) 
b. Hanawisata (Hanada Pariwisata dan Ziarah) 
c. Hanadikan (Hanada Pendidikan) 
d. Hanapensi (Hanada Pensiun) 
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 Muhammad, Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari’ah, Mudharabah Dalam Wacana 
Fiqh Dan Praktik Ekonomi Modern (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), hlm. 18. 
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e. Hanakaro (Hanada Simpana Berjangka Mudhorobah) 
f. Hanajah (Tabungan Hajatan/Walimah) 
g. Hanaban (Hanada Qurban) 
h. Hanalin (Simpanan Bersalin) 
i. Hanajiro (Hanada Haji/Umroh) 
2. Produk Financing 
a. Pembiayaan Mudharabah 
b. Pembiayaan Murabahah 
c. Pembiayaan Talangan 
Salah satu praktik mudharabah terjadi di BMT Hanada Kebasen, dimana 
seorang pemilik modal (shahib al-mal) menyerahkan modal kepada pengelola 
(mudharib) untuk digunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut 
mendatangkan hasil (laba) maka laba tersebut dibagi dua berdasarkan 
kesepakatan sebelumnya sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil 
atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. 
Tetapi di BMT Hanada Kebasen tidak menerapkan hal tersebut, justru 
sebaliknya, kerugian yang disengaja maupun yang tidak disengaja tetap 
ditanggung oleh mudharib (Maryati, Misriyah, Maslakhatul Ikmah, Wawan 
Indragiri, Wajimin) berdasarkan data lapangan yang didapat oleh penulis, 
kerugian yang dialami oleh nasabah atau mudharib seperti nasabah yang jatuh 




tidak laku. BMT Hanada Kebasen tetap meminta kepada nasabah atau mudharib 
untuk mengangsur pembiayaan mudharabah setiap bulannya.
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Dengan ini bagaimana praktik pembiayaan mudharabah di BMT Hanada 
Kebasen, sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dan bagaimana menurut tinjauan 
hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan pembiayaan mudharabah apabila 
terjadi kerugian di BMT Hanada Kebasen, sesuai dengan hukum Islam atau justru 
menyimpang. Dalam teori mudharabah adalah suatu akad yang memuat 
penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu 
dari seorang pemilik modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter 
tertentu dari seorang pemilik modal (shahib al-mal) kepada pengelola (mudharib) 
untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut 
mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung 
oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.
7
 
Seharusnya BMT Hanada Kebasen menerapkan teori tersebut pada 
nasabah, tetapi dalam praktik yang dijalankan oleh BMT Hanada Kebasen justru 




 Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai mudharabah 
dalam masyarakat Islam khususnya di BMT Hanada Kebasen, penyusun merasa 
tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai mudharabah. Penulis melakukan 
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 Hasil Wawancara dengan Ibu Maryati, Ibu Misriyah, Ibu Maslakhatul Ikmah, Bapak 
Wawan Indragiri, Bapak Wajimin, pada 19 Mei 2017, Pukul 10.00 WIB. 
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 Muhammad, Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah, Mudharabah Dalam Wacana 
Fiqh Dan Praktik Ekonomi Modern (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), hlm. 58. 
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penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK 
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT HANADA KEBASEN 
KABUPATEN BANYUMAS”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik pembiayaan mudharabah di BMT Hanada Kebasen? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan pembiayaan 
mudharabah apabila terjadi kerugian di BMT Hanada Kebasen tersebut? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sistem dan 
mekanisme pembiayaan mudharabah di BMT Hanada Kebasen. 
b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem dan 
mekanisme pelaksanaan pembiayaan mudharabah apabila terjadi kerugian 
pada mudharib di BMT Hanada Kebasen. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Menambah wawasan keilmuan terutama di bidang permasalahan akad 
mudharabah dalam sistem dan mekanisme dalam pembiayaan BMT 
Hanada Kebasen 
b. Secara praktis  penelitian ini dijadikan acuan untuk pembelajaran BMT 
Hanada Kebasen  atau pihak yang terkait didalamnya mengenai akad 
sistem, mekanisme, dan pelaksanaan mudharabah BMT Hanada Kebasen 




teoritik maupun secara konseptual dalam rangka pengembangan ilmu 
pengetahuan di bidang muamalat. 
 
D. Telaah Pustaka 
Penulis mendapatkan informasi penting dari karya ilmiah yang dihasilkan 
oleh peneliti lain yang membahas topik perbankan syariah, khususnya pembiayaan di 
lembaga keuangan. Hal ini sangat membantu penulis dalam menggabungkan teori, 
menganalisis data dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang penulis angkat. 
Sementara itu setelah menelaah beberapa karya tulis, penyusun menemukan ada 
sejumlah karya yang meneliti tentang mudharabah. 
Dalam skripsi Siti Nurul Machfiroh yang berjudul Manajemen 
Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BPR Syari’ah Arta Leksana 
Wangon dijelaskan bahwa dalam penyelesaian pembiayaan mudharabah  
bermasalah terlebih dahulu nasabah diberikan kesempatan untuk memperbaiki 
kinerjanya dalam usaha, ketika sudah tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya, 
barulah dilakukan pencairan terhadap jaminan atas dasar sukarela dari nasabah 
dan disepakati oleh kedua belah pihak.
9
 
Dalam skripsi Ferlin Ferliana yang berjudul Analisis Pengaruh 
Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang Kecil Di 
BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga dijelaskan indikator pembiayaan 
mudharabah yang meliputi variabel besarnya pembiayaan, alokasi pembiayaan 
dan pembinaan pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
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Dalam skripsi Hendri Sugiantoro yang berjudul Umer Chapra Dan 
Pemikirannya Tentang Mudharabah dijelaskan bahwa Umer Chapra 
mendefinisikan mudharabah sebagai suatu bentuk kerja sama antara shahib al-
mal yang menyediakan modal dengan mudharib yang menyediakan 
kewiraswastawaan dan manajemen untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan 
memperoleh keuntungan. Pada esensinya pengertian mudharabah menurut 
Chapra sama dengan pengertian fiqh klasik. Artinya, kerjasama mudharabah 
dalam system perbankan syari‟ah menempatkan bank sebagai mudharib I 
sekaligus sebagai shahib al-mal II. Sebagai mudharib I, bank mengelola dana 
yang dititipkan depositor untuk mencari keuntungan. Sementara sebagai Shahib 




Penulis juga mengangkat tema mengenai pembiayaan mudharabah di 
lembaga keuangan syariah yang dibahas dalam bentuk skripsi yang berjudul 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah Di BMT 
Hanada Kebasen menjelaskan bahwa di BMT Hanada Kebasen tidak 
menanggung kerugian sepenuhnya apabila nasabah mengalami kerugian yang 
disebabkan bukan kesalahan nasabah tersebut, tidak sesuai dengan hukum Islam 
di mana apabila terjadi kerugian karena ketidaksengajaan atau bukan kelalaian 
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 Ferlin Ferliana, Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan 
Usaha Pedagang Kecil Di BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga, Tidak diterbitkan, Skripsi, 
(Purwokerto: Stain, 2014), hlm. 95. 
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mudharib maka yang menganggung adalah dari pihak shahibul maal yaitu BMT 
Hanada Kebasen. Perbedaan skripsi penulis dengan penulis sebelumnya yaitu 
terletak pada pelaksanaan pembiayaan mudharabah di mana skripsi sebelumnya 
tidak memenuhi rukun dan syarat mudharabah, persyaratan pengajuan 
pembiayaan mudharabah meliputi variabel  besarnya pembiayaan, alokasi, dan 
pembinaan pembiayaan. Sedangkan skripsi penulis letak permasalahannya 
terdapat dalam pembagian keuntungan dan kerugian yang tidak sesuai dengan 
hukum Islam. Berdasarkan kenyataan di atas penulis menganggap kiranya 
penting untuk mengangkat masalah ini dan membahasnya dalam bentuk skripsi. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara 
bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling 
berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah 
pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini: 
Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, 
sistematika pembahasan. 
Bab kedua merupakan landasan teori skripsi ini yang terdiri dari definisi 
Mudharabah, dasar hukum mudharabah, syarat dan rukun mudharabah, jenis-
jenis mudharabah, pembatalan mudharabah, pembiayaan mudharabah. 
Bab ketiga merupakan metode penelitian yang digunakan penulis dalam 




penelitian di BMT Hanada Kebasen, metode pengumpulan data, sumber data, 
metode analisis data. 
Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini 
menjelaskan laporan hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang BMT 
Hanada Kebasen Banyumas, penyajian data hasil penelitian, analisis data akad 
mudharabah hasil penelitian yang dilakukan di BMT Hanada Kebasen Kabupaten 
Banyumas, Kesesuaian praktik pembiayaan mudharabah di BMT Hanada dengan 
perspektif hukum Islam. 
Bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang 








Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik 
pembiayaan mudharabah di BMT Hanada Kebasen dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:  
1. Praktik pembiayaan mudharabah di BMT Hanada Kebasen dilakukan oleh 
BMT sebagai shahibul maal dan pengelola usaha sebagai mudharib, dengan 
usahanya yaitu usaha dagang sayuran, usaha dagang lampu, usaha dagang 
makanan ringan, usaha ternak sapi, dan usaha LPG (liquefied petroleum gas) 
3 kg. Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah, pembiayaan ini termasuk 
ke dalam jenis pembiayaan mutlaqah yaitu BMT Hanada tidak membatasi 
usaha apapun kepada mudharib. BMT Hanada menerapkan kerugian baik 
yang disengaja maupun tidak disengaja yang ditanggung nasabah atau 
mudharib seperti nasabah yang jatuh sakit, sayur-sayuran yang busuk, ternak 
yang mati dan barang dagangan yang tidak laku.  
2. Praktik pembiayaan mudharabah di BMT Hanada Kebasen ditinjau dari 
hukum Islam yaitu: 
a. Ditinjau dari rukun dan syarat, BMT Hanada Kebasen sudah sesuai 
dengan rukun dan syarat pembiayaan mudharabah 
b. Praktik mudharabah di BMT Hanada Kebasen dikategorikan sebagai 





c. Secara hukum Islam praktik pembiayaan mudharabah di BMT Hanada 
Kebasen tidak  memenuhi dari  konsep mudharabah atau profit and loss 
sharing. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran-saran 
baik kepada pihak BMT Hanada Kebasen maupun dari BMT Hanada Kebasen, 
diantaranya: 
1. Dengan diadakannya penelitian ini pihak BMT Hanada Kebasen kedepannya 
harus lebih baik lagi dari sebelumnya. 
2. Didalam bagi hasil yang dilakukan oleh pihak BMT Hanada Kebasen 
seharusnya tidak memberatkan nasabah apabila mengalami kerugian, paling 
tidak bagi hasil tersebut dikurangi apabila nasabah mengalami kerugian, lebih 
baik lagi bagi hasilnya tidak ada apabila nasabah mengalami kerugian, jadi 
cuma mengangsur angsuran pokoknya saja, yang sesuai dengan syari’at 
Islam. 
3. Untuk para nasabah dari BMT Hanada Kebasen apabila mengetahui dalam 
menjalankan pembiayaannya kurang baik atau tidak sesuai dengan ketentuan 
syariah lebih baik jangan menutupi dan membiarkan, justru harus saling 
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